Menmimbang

UNESA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan

vang menyelenggarakan pendidikan tinggi  wajib
memberikan perlindungan dirl pribadi, kehormatan,
martabiat, dan hak atas rasa aman bag sivitas
akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan
praktik kekerasan;

. bahwa  kekernsan  berfentangan  dengan nila

ketuhanan, kemanusiaan dan moral akademik yang
dapat menggangn rasa aman dan ketenframan warga
Universilas Negeri Surabaya;

. bahwa umtuk Kkepastian hukum, kemmnfaatan dan

keadilan  terkait mekanisme Pencegahan  dan
Penanganan Kekerasan termasuk mekanisme kerja

Satuan Tugas diatur oleh Pimpinan Perguruan Tinggs,

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimsaksud dalam hurul a, hural b, dan hural ¢, periu
mienetapkan Peraturan Rekior tentang Pencegahan dan
Fenangannn Kekerasan.



Mengingat

'IUI.

. Undang-lindang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984

Tenlang Pengesahan Konvensi Mengenal Penghaposan
Segala  Bentuk  Diskiriminasi Terhadap  Wanita
(Convention On The Elimination Of All Forms Of
Discrimanation Agsinst Women| (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembarah Negari
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indopesia Nomaor 4301).

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan  Nasional ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, SALINAN - 2 -
Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
4301);

. Undang-Undang Nomor 1! Tahun 2008 tentang lnformasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahun Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Trmnsaksi Elektromk
({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251);

Undang-Undiang Nomar 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 teniang
Penyelenggaraan Pendidikan Tingg dan  Peogelolnan
Perguruan Tinggl (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);




8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayean, Riser Dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021
Tentang Pencegahan dan Penangrnan Kekerasan Seksual
Di  Lingkungun Perguruan Tingegl (Berita Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

9. Permturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023
Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di
Lingleutigan Satuan Pendidikan

10, Peraturan Sekrelaris Jenderal Kementerian Pendidikean,
Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksansan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan
Fenanganan Kekerasan Di Lingkungan Pergurusn Tinggi

1L, Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomeor 21
Tahun 2023 tentang Kode Etik, Hak dan Kewajiban
‘Mahasiwa Universitas Negeri Surabava

12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 26
Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Pendidik
Universitas Negeri Surabaya

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yvang dimaksud dengan:

1.

10.

11i

12

Universitas Negeri Surabaya vang selanjutnya disebut
UNESA adalah perguruan tingg negeri badan hubkum.
Reltor adalah pemimpin UNESA yvang menvelenggaralan
dan mengelola UNESA,

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung vang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akndemik,
pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam
satu rumpun disiplin iimu pengetahuan dan teknologi.
Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik
setingkat Fakultas yvang bertugas menyelenggarakan
dan/atau mengoordinasikan Program Pascasarjana.
Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran vang memiliki kunkulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan
akademik. pendidikan vokasi, dan/stau pendidikan
profesi.

Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pondidikan
pada masmg-masing Fakultas di UNESA.

Koordinator Program Studi permimpin tertinggl dalam
struktur pengelola di tingkat program studi.

Kementerian  adalah  perangkat pemerintah  yang

membidangt urusan pemeriniahan di bidang pendidikan.

Menteri adalanh menteri vang menyelenggarakan arusan
pemerintahan di hdeng pendidikan.

‘Warga UNESA adalah sivitas akademika, lenaga

kependidikan, dan setiap orang yang bekerja di kampus.
Sivitas Akademika adalah masyarakal akademik yang
terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformaesiken, mengembangkan, dan




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

menyebarluaskan ithou  pengetshuan  dan  teknolog
melaha pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

Mahasiswa adalah mmbasiswa pada jenjang pendidikan
tinggi di UNESA.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masvarakal yang
mengabdikan dirl dan diangkat dengan tugas utama
menunjang penvelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yvang
dilakukin agar seseorang atau sekelompok orang tidak
melakukan Kelerasan di satyan pendidikan.
Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk
menyelesaikan Kekernsan di satuan pendidikan,
Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau
keputusan terhadap seseorung vyang berdampak
menimbulkan  rasa  sakil, luka, alau kematian,
penderitaan scksual/reproduksi, berkurang atau tidak
berfungsinya sebagian dunfatau seluruh anggota tubuh
secara  fisik, intelektual atau mental, hilangnya
kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan  stau
pekerjaan dengan aman dan  optimal, hilangnya
kesempatan untuk pemenuban hak asasi manusia,
ketakutan, hilangnya rasa percava  dir, hilangnya
kemampuan unfuk  bertindak, msa tidak berdaya,
kerugion ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang
sejenis

Satuan Tugas Pencegahan don Penanmpganan Kekerasan
yvang selanjutnya disingkat Satgas PPK adalah satuon
tugas yang bertugas dan wewenang untuk mencegah dan
menangani kekerasan seksual di UNESA.

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang
selanjutnyva disebut TIM PPK adalah perwakilan dan arat
di lingkungan UNESA vang terdiri dari unsur Dosen vang
melakukan pencegahan, dan/atau tugas-tugas {min yang
diberikan pleh Satuan Tugas PPK.



20.

21.

22.

23.

24

26,

27,

Komile Pemeriksa adalah Sivitas Akademika dan Tenags
Kependidikan vang melakukan pemerikssan dugasn
pelanggaran Kekerasan dengan kategori pelanggaran
berat.

Pencegahan  adalgh tindakan/cara/proscs  vang
dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak
melakaikan’ Kekerasan di Pergurian Tinggl Penanganan
adalah  tindakan/cara/proses  untuk  menangan]
Kelkerasan di Perguruan Tinggi.

Penanganan adalah upaya yang dilakukan uniuk
menangan] pelapornn tindakan Kekerasan di UNESA
meliputi  memberikan  layanan  laporan/ pengoduan,
layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan
kode etik dan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi
sosial,

Ancamun adalah setiap perhuatan sccara melawan
hukum berupa ucapan, tulisun, gambuar, simbol, atau
gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa mengpgunakan
sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang
kebebasan hakiki seseorang,

Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi,
bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping
kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhsn dan
memecahkan masalah  serta mendorong  tumbuhnya
inisiatil dalam proses pengambilan keputusan, schingan
kemandirian Korban dapat diwujudkan.

. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik

dan menfal dari ancaman, gangguan, teror, dan
kekerasan dari pihak manapun.,

Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan
kemampuan sosial, politk, budaya, dan ekonomi Korban
schinggas Korban dapat melanjutkan kehidupan vang
lehih bermartabat dan sejahtera.

Pemeriksean  adalah  tindakan/cara/proses  vang
dilakulkan Satuan Tugass dan Komite Pemenksa untuk
menindaklanjuti lnporan Kekerasan di UNESA,



2B.
29.

30.

31.

Korban adalah warga UNESA yvang mengalami Kekerasan.
Terlapor adalah warga UNESA diduga melakukan
Kekerasan terhadap Karban.

Saksi adalah orang vang mendengar, melihat, mengalami
langsung terkait ndanya peristiwa kekerasan.
Petidamping adalah seseorang atau kelompok atau
organisasi vang mendiampingl korban dalam mengakses
hak atas penunganan, perlindungan dan pemuliban atas
tihdakan kckerasan,

BAB Il

TUJUAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP, BENTUK-BENTUK

KEKERASAN
Bagian Kesatu

Tujuun
Pasal 2

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yaitu:

(1

(@)

(4]

(3]

(&

menjaga  standar nilal  ketuhanan dan  harkat
kemanusiaan di UNESA, serta melindungi seluruh Warga
UNESA dan segala bentuk kekerasan;

mencegah terjadinya  kekerasan yang dilakukan oleh
dan/atau lerhadap Warga UNESA;

memberikan pelayanan, pendampingan, perlindungan,
pemulihan dengin memastikan adanya langkah-langkah
yvang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan
vang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga UNESA:
melaksanakan program anti kekerasan di lingkungan
UNESA berbasis pada pengarusutamaan gender yang
berlandaskan Pancasils, nilat-nilai moral, dan jani did
UNESA;

membangun lingkungan yang kondusif melahd dukungan
dan penerimaan Warga UNESA terhadap korban;
mengembangkan integrasi multi disiplin sebagai upaya
pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan
UNESA: dan



(7] Memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga
UNESA didalam proses miclaksanakan Tri Dharma
Perguruan tingg dan beraktivitas di kampus.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Pencegahan dan  Penanganan  Kekerasan  dilaksanakar

dengan Prinsip:

a. penghargann atas harkat dan martabat manusin

b. Kepenlingan terbaik bagi Korban;

€. Keadilan dan kesetaraan gender;

d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang
dizabilitas;

e. akuntabililas;

f. independen;

g. kehati-hatian;

h. konsisten; dan

f. jaminan ketidak berulangan
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lngkup pencegahan dan penanganan kekerasan
adalah:

Bentuk-bentnk kekerasan;

Pencegahan kekerasan;

Kelembagaan;

Penangananan kekerasan;

Pemerksann ulang;

Pemmanlsuan dan evaluas:.

C R U L~



(1)

(2]

(1]

(2]

Baginn Keempat
Bentuk-Bentuk Kekerasan

Pasal 5

Bentuk Kekerasan terdin atas:

a. Kekerasan fisik;

b. Kekerasan psikis;

¢. perundungan;

d. Kekerasan scksual;

. diskriminas) dan intoleransi;

f. bentuk Kekerasan lainnva.

Benfuk-bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada
ayat  [I] tindakan yang dilakukan secara wverbal,
fisik/nonfisik, dan/atau melalui teknolog informasi dan
komunikasi.

Pasal

fimk sebagaimana dimeksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
@ dilakukan oleh Terlapor kepanda Korban dengan kontak
fisik oleh Terlapor kepada Korban dengan atau tan
menggunakan alat bantu,

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dapar berupa:

a. mawuran atau perkelahian massal;

b. penganiayaan;

¢. perkelahian;

d. eksploitasi antara dosen dan mahasiswa untuk
memberikan keuntungan bagi Terlapor;

e. pembunuhsn; dan/atau

I. perbuatan lain yang dinvatakan sebagai kekerasan fisilk
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.




- 10 -

Pasal 7

(1) Kekerasan psikis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b adalah setiap perbuatan nonfisik yang
ditakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina,
menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

|2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a, pengucilan;

b. penolakan;

¢. pengabalan;

d. penghinnun;

e. penyeharan rumor;

f. panggilan yang mengejek;
g. intimidasi/ ancaman;

h. teror;

i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
j- pemerasan; dan/atau

k. perbuatan lain yang sejenis.

Pasal B

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1)
huruf ¢ merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan
secara berulang karena Ketimpangan relasi kuasa

Pasal 4

|1} Kekerasan seksusl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayvat (1) hural d merupakan setiap perbuatan
merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau
menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi sescorang,
karena kKetimpangan relasi koasa dan/atau gender, yang
berakibat  atau -dﬂ.pﬂ.t berakibat penderitaan  psikis
dan/atay fsik termasulk vang mengeangeu kesshaton



(2]

=41}~

reproduksi  seseorang  dan hilang  kesempatan
melaksanakan pendidikan danjatau pekerjasn dengan
aman dan optimal.

Kekerasun sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huraf d
diantaranya:

B

menyampaikan ujaran vang mendiskriminasi atau
melecehkan tampilan Gsik, kondisi tubuh, dan/atdu
identitas gender Korban

memperlihatkas elat kelaminnya dengan  sengafa
Lanpa persetujuan pada Korban;

menyampaikan Ueapan yang memuat rayuan, lelucon,
vang bernuunsa seksual pada Korban;

mienatap Korban dengan nuansa seksual dan/ataun
tidak nyuman,;

mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio,
dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban
meskipun sudah dilarang Korban;

mongambil, merckam, dan/atau mengedarkan foto
dan/alau rekaman audio dan /atau visual Korban yang
bernuansa scksual tanpa persetujusn Korbang
mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi
Korban yang bermnmuansa seksual tanpa persetujuan
Korban;

menyebarkan informasi  terkait tubuh dan/atau
pribadi Korban yang bemuansa seksual ranpa
persetujuan Korban;

mengintip atau dengan sengaja melihat Korban varig
sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau
pada ruang yeng bersifat pribadi;

membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atay
mengancam Korban untuk melakuksn transaksi atay

kegiatan seksual yang tidak disetujul oleh Korban:

memberikan perintah, huluman atau sanksi yang
bermuansa seksual;




(3)

(%)

L. menyventuh, mengusap; meraba, memegang, memeluk,
mencitim dan/atau mengeosokkan bagian tabuhnya
pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

m. meminika pakatan Korban lanpa persetujuan Korban;

n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau

ksgiatan seksual;

o. mempraklikkan budaya  komunitas  Mahasiswa,

Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yarg bernuanss
Kekerasan;

p. melakukan peércobaan perkosasan, namun’ penetrasi
tidak terjadi;

g- melakukan perkosadn fermasuk penetrasi dengan
benda atau bagian tubuh sclain alal kelamin;

r. memakss atau memperdavai  Korban  untuk
melnkukan aborsi;

5. memaoksa atau memperdayai korban untuk hamil;

t. pemaksaan sterilisasi;

w. penyiksaan deksual;

v. ecksploilasi seksual;

w. perbudnkan seksual:

x. lindak pidana perdagangan orang yang ditujukan
untuk eksploitasi seksual;

¥. melihat dan membiarkan terjadinya Kekerasan dengan

sengaja; dan/ateu

z. melakukan perbuatan Kekerasan lainnva  seperti

perbustan kekerasun berbasis onfine/digital dan yang
sesual  dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Pelangegaran atas Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat
(1] dan (21 dapat dikenakan sanksi akademik,
admimstrasi, disiplin dan/atau sanksi lamnnva sesuai
ketentuan yang berlaku.
Kekerasan berbasis online/digital sebagaimana dimaksud
pada avat [2) huruf a berupa ¢
a. mengamat;, memotret, merekam. atau membuat
rekaman visual atau percakapan dan aktivitas seksual



. 1

atan nudity/ketelanjangan tanpa sepengetahuan dan
porsetujuan Korban;

b. berbapi rekaman visual atsu percukapan /auditory

records dari aktivitos soksual atau
nudity/ketelanjangan  tanpa  scpengetuhbuan  dan
persetujuan darl Korban vang terekam dan penerima;
dan/atau

. terus-menerus mengirimkan pesan bernada ajakan

seksual atau kalimat vang mengandung konten
seksual kepada Korban tanps persetujuan Korban,

Pasal 10

Bentulk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 avat
|2} yang memeriukan persetujuan Korban dianggap tidak sah
dalam hal Korban:

As

memiliki usia belum dewnsa sesuas dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mengalami  situasi dimana Terlapor mengancam,
memaksa. dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;

. mengalami kondisi di bawnh pengamab  obat-obaton,

alkohol,; dan/atau narkoba;

d. mengalami sakit, tidak sadar, atau terticdur;
e. memiliki kondisi fisik danfatau psikologis vang rentan;

()

mengaiami kelumpuhan  sementara  (tonic  immobidity);
dan/atau
mengalami kondis: terguncang.

Pasal 11

Diskriminasi dan  intoleransi  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 5 ayal (1] hurul ¢ merupakoan setiap
perbuatan Kekerasan dalam  bentuk  pembedaan,
pengecuntinn, pembatasan, stau pemilihan berdasarkan

sukufetnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia,



(2]

(4

(2]

- 14

status: sosial ckonomi, kebangsasan, jenis kelamim,
dan/atau kemampuan inteleketual, mental, sensorik, serta
fisik.

Bentuk  tindakan  diskriminesi dan intoleransi
sebagairmana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

H.

melakukan diskrimninasi dan intoleransi  yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
perbuatan mengurangi, menghalang, atau
membedakin huk dan/atau kewajiban Dosen, Tenaga
Kependidikan dan mahasiswa sesual  ketentuan
peraturan perundang-undengan; dan

perbuatan diskriminasl dan intoleransi karena ada
ketimpangan relasi  kuasa, superioritas, atau
senioritas,

BAB I
PENCEGAHAN KEKERASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pencegahan kekerasan bagi warga UNESA berupa:

2

Pembelajaran;

b. Penguatan tatakelola; dan

Pengautan budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik.
dan Tenaga Kependidikan

Pencegahan kekerasan dalam bentok pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf 2 dilakaksn
antara lain dengan cara:

H.

Pencegahan melalul  pembelajaran  dilakukan  oleh
Pemimpin  Perguruan Tinggl, dengan  mewapbkan
Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk
mempelajari modul Pencegahan dan -Fl‘.'nlll";g.ﬂ.l'lﬁl‘l.
Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementernan, Modul
Pencegahan:  dan  Penanganan Kekerasan  yang
ditetapkan oleh Kementerian wajib diakses oleh seluruh




(3]

C.

-15-

malasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan mielalog
SPADA DIKT] thttps://spadadikti.id ().

- Meningkatkan kesadaran anti kekerasan warga LUNESA

relalui  Pemberian  miteri antikekerasan Kkepada
mahasiswa dalam Pengenalan Kehidipan Kampus
Mahasiswa Baru (PKEMB), Pembekalan Kulish Kerja
Nyata (KKN), Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP,
program Pemagangan, seminar, kampanye publik,
pemberian  materi  perkuliahan, diskusi, pelatihan,
dengan memanfaatkan fteknologi informasl  sesuai
dengan  perkembangan maupun  medisa  desiminasi
lainnya.

melakukan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan
keberulangan Kekerasan.

Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana

dimaksud pada syat (1] huruf b dilakukan antara lain
melalui;

merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan
dan Penanganan Kelkerasan di UNESA;

~membentuk  Satoan  Tuges Pencengahan dan

Penanganan Kekerasan selanjutnya discbut Satgas PPK;

. menyediakan lavanan pelaporan Kekerasan dengan

memanfantkan kemajuan reknologl informast dengan
memasiikan kerahasiaan data dan identitas Korban,
Saksi dan Pendamping;

. melalkukan sosialisasi secara berkala terkait Pedoman

Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan kepadia Warga
Kampus;

. memasang tanda informasi yvang berisi pencantuman

layanan aduan Kekerasan dan peringatan  tdak
mentoleransi Kekerasan,

melakukan penataan ruang dan fasilitas kampus vang
aman dan nyaman guna mencegah terjadinys
Kekerasan,;

. mewajibkan Warga Kampus berpakadan vang memenuhi

nilgi-nilai kesopanan;
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h. menvediakan fasilitas vang layak bagi penyandang
disabilitas untuk Pencegahan dan  Penanganan
Kekerasan;

i. memastikan dan memberikan layanan konsecling bagi
watga UNESA terkait kekerasan;

j» melakukan  perbaikun  infrastrulttur  mencakup
penerangan, pemasangan Kamera Televisi  Sirkuit
Tertutup/ Closed Circuit Television (CCTV), ruangan atau
kantor yvang terbuka atau yang bisa diakses dengin
mudah oleh banyak pihak. dan

k. menjalin kerja sama dengan inslansi terkait untuk
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Pencegahan melalui penguatan budaye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dalam bentuk

komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan
dan Penangapnan Kekerasan paling sedikit - meliputj
kegiatan-kegintan sebagai berikut:

a. Pengenalan  kehidupan  Perguruan Tinggi  bag
Mahasiswa, Pendidik., dan Tenagas Kependidikan.
Pemberian komunikasl, informasi, dan edukasi
mengenai Pencegahan dan Penanganon Kekerasan pada
saal pengenalan kehidupan Perguruan Tinggi dilakukan
di-awal tahun akademik secara konsisten;

b, Penguatan Organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan
dengan mengedukasi Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan melalui  kegiatan  antara  lain  seminar,
webinar, dan diskusi publik.

¢. Jarmgan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan
Tensga Kependidikan dilakukan dengan membangun
komunikasi inforrnal dalam bentuk diskusi terkait
upaya Pencegahan duan Penanganan Kekerasan.

d. Prinsip Pencegahan Kekerasan dalam interaksi i
lingkungian UNESA dilakukan dengan memperhatilkan
bahwa segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak
vang terlibat dalam pelaksanaan  Tridarma  harus
dilakukan secara manusiawi, bermmartabal, setara,



.

nondiskricninatif, inklusif, dan kolaboratif, dengan
memastikan tidak adanva unsur kekerasan termasuk
Kekerasan serta menjunjung tihge kode etik UNESA
saial berinteraksi dengian pihak luin yang lerlibal dalam
pelokganaan Tridarma.

[3) Pencegahan sebagaimiana dimaksud dalam  avat (1)
dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan,
Koordingtor Program Studi dan/atau Satgns PPK.

Bagian Kedua
Pencegihan Kekerasan oleh Dosen dan Tenaga
Kependidikan

Pasal 13

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan:
a. pertemuan secara ndividly dengan Mahasiswa tanpa

persetujuan Ketua Program Studi atau pejabal yang
berwenang diluir jam operasional kampus, di dalam
atau di luar arca kampus dengan alasan apapun:

b, hubungan asmara seorang Mahasiswa vang bersifat

o=

pribadi dan melampaui batasan kewajaran berdasarkan
normia dan etika akademik yang berada dalam satu
Fakultas/Sekoluh/ Program Study

. konsultas: akademik dan/atau non akademik dengan

seorang Mahasiswa dalam satu pertemuan tatap maka
dalam ruang terfutup;

-layvanan konsultasi akademik dan/atau non akademik

secara pribadi di luar jam operasional kampus atau
dilakukan di luar area kampus;dan/atau

. perbuatan  dan/atau ucapan lainnya yang tidak

mendukung Pencepahan Kekerasan dan atau berpotensi
menimbulkan terjadikan kekerasan.

(2] Pelanggaran atas upaya Pencegahan sebagaimana
dimaksud avet (1) dikenskan sanksi disiplin  pegawai
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dan/atau sanksi yang lam sesua ketentuan perundang-

undangan dan aluran internal UNESA

Dalam hal Dosen yang bersanghkutan merupakan pejabat

dengat tugas tambahian maka persetyjuan sebagaimana

dimaksud pads ayat (1) hural a diberikan oleh atasan
langsung vang bersanghkutan,

Persetujuan sebagaimani dimaksud pada ayat (1) hurala

dilaksanakan dengan kelentuan:

a. Dosen atau Tenaga Kependidikan menyampaikan
permohonan ixn secara tertulis alau melalui medid
komunikasi elektronik mengenai réncana perfemunn
dengan Mahasiswa; dan

b. permohonan ixin sebagaimana dimaksud dalam huruf a
disampaikan kepada Dekan, Ketua Departemen atau
Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan,

Bagian Ketiga
Pencegahan Kekerasan olelh Mahasiswa

Pasal 14

Mahasiswa dilarang melakukan:

a. Akrivitas dalam bentuk apapun di lingkungan kampus
mitilal pukul 22,00 WIB sampai pukul 05.00 WIB kecuali
atas izn/ persetujuan pejabat yang berwenang,;

b. kegiatan atau turut berperan aktif dalam kegiatan yang
bertentangan dengan upaya Pencegahan Kekerasan.

c. Dokumentasi dalam bentuk apapun suatu tindakan
yang diduga kcekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa
lawinyan dan ataw orang lain, lalo menyebarkan <1 media
sosial untuk diketahui oleh khalayak ramai.

d. Tindakan yang dimaksud pada humf (¢ wyekni
mendokumentasi terkait dugaan kekerasan dibenarkan
dalam rangks menjadi Saksi terjadinya Kekerasan o)
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lingkungan kampus vang segera dilaporkan kepada
Satgas PPK.

e. Dokumentasi dalam bentuk apapun jika dalam relasi
khusus dengan mahasiswa lgin dan atau orang lain
diluar kampus UNESA vang berpotensi menimbullan
kekerasan  dimasa  yang aksn  datang  dengan
memanlaatkan kemajuan teknologl dar informasi.

(2] Persetujuan sebagaimuana dimaksud padi ayal (1) hurul a

(1)

(<)

dilnksanakan dengan ketentuan:

a. Mahasiswa menyampalkan permohonan ixinh secara
tertilis mengenai rencana perlemusan dengan sesama
Mahasiswa; dan

b. permehonan lzin sebagaimana dimaksud dalam hurul a
disampaikan kepada Walkil Rektor yang menangani
bidang kemahasiswaan dan atau Dekan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Panita Seleksi

Pasal 15

Rekior wajib membentuk Satuan Tugas di tingkat UNESA
untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan
Kekernsan.

Satuan Tugas scbagnimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk pertama kali melalul Panitia

Seleksi yang bersifat Adhoo.

(3} Tatmcara pembentukan dan tugas Panitin Seleksi

berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku.
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Bagan Kedua
Satuan Tugas PPK

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penangunan
Kekerasan, Rektor memberituk Satgas PPK di tingkat
UNESA.

Satgas PPK bertugas

a. menyusun  pedoman  Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di UNESA;

b. melakukan kajian/survei Kekerasan paling sedikit 1
(satu)] kali dalam | (satu) tahun di UNESA atau
fakultas/sekolah sesuai tingkat Satuan Tugss PPK;

c. menyampaikan hasil survei sebagaimans  dimaksud
dalam huruf b kepada Rektor;

d. melakukan koordinasi keria sama dalam
mensosialisasikan Pendidikan keseltaraan gender, anti
perundungan, anti diskriminiasi dan intoleransi,
kesetaraan disabilitas, pendidikan Kesehatan seksual
dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan bagi Masyarakat UNESA;

e. menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan;

[, melalukan koordinasi dengan unil yang menangani
layanan disabilitas, apabiln  leporan menyangkut
Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan
disahilitas;

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam

pembenian pelindungan kepada Korban dan saksi;

h. memantau pelaksanaan rekomendasi dart Satgas PPK
oleh Hektor;

i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Scksual kepada menleri
melalui Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6
[enam) bulan;
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menugaskan Komite Pemeriksa berdasarkan kebutuhan
dari Satgas PPK alas dugaan Kekerasan;

k. melakukan pemeriksaan atas dugaan Kekerasan;

melakukan pendokumentasian, monitoring, darn
evaluasi terhadap Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan; dan

m. membentuk Hm pencegahan dari Tim PPK
Dalam melakianakan tugis sebagaimana dimaksud pada
ayal (2], Satgas PPK berwenang:

memanggil dan meminta keterangan Korhan, saksi,
Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;

. memintg buntuan Rektor atau Dekan untuk

menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, danfatau
ahli dalam Pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan;

- melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan

dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan
kondisi, keamanan, dan kenvamanan Korban; dan

- melakukan kerja sama dengan unit kerja terkait

dengan laporan Kekeragan

Seksual vang melibatkan Korban, saksi, pelapor,
dan/atau Terlapor dan unit

kerja vang bersangkutan.

. Melibatkan Tim PPK untuk melakssnakan proses

penanganan kekerasan jika dibutuhkan.

(4] Syarat menjadi anggota dan proses pembentukean Satgas

PPK mengacu Peraturan Menten yang berlaku,

Pasal 17

(1} Anggota Satgas PPK terdiri ates unsur

a. Mahasiswa;

b. Dosen; dan

¢. Tenaga Kependidikan.

(2) Susunan keanggotaan Satgas PPK sehagaimana dimaksud
pada ayai (1] terdin atas:

a. ketus merangkap anggota;
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(3}

(4)

b sekretans merangkap anggota; dan

¢, anggola.

Anggota Satgas PPKebagaimmana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah

paling sedikit 5 (hma) orang dan paling banvak 7 (tujuh)
Urang.

Struktur organisasi dan komposisi Satges PPKmengacu
kepada Peraturian Menteri yang berlaku, |

Pasdl 18

Masa tugas Satgas FPK selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang 1
(satu) perinde berikutnya.

Keanggolaan Satgas PPK berakhir karena:

a. berakhirnya masa fugss;

b. meninggal dunia;

. mengundurkan diri;

. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan;

. tidak lngi memenuhi persvaratan sebagal anggota;
berhalangan tetap selama lebih dard 6 (enam) bulan;
dan/atau

g: dipidana berdasarkan putusan pengadilan vang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Satuan

Tugas PPK, jabatan ketua dilaksanalkan oleh sekretaris

dan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya

kekosongan tersebut, Reltor membentuk Panitia Seleksi
untuk mengangkat ketua definitif.

Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan

sebelum masa keanggotann Sargas PPK berakiur dengan

membentuk panitin seleks.

= 3 B 0
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Bagan Ketiga
TIM PPK

Pazal 19

Tim PPK berasal dan unsur Dosen

Tim PPK diangkat aleh Dekan dengan Keputusan Dekan,

Anggota Tim PPK wajlb mengikuti pelatiban pencegahart

dan penanganan Kekerasan oleh unit kerja di

Kementerian dan/atan unit ketja di UNESA yvang

melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Anggota Tim PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum pernah terbukti melakukan pelanggaran

Anpggota Tim PPK harus memenuhi persyaratan:

a. pernah mendampingi Korban Kekerasan;

b. pernah melakukan kajian tentung Kekerasan, gender,
dan fatau disabilitas;

c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar
UNESA dengan fokus isu Kekerasan, gender, dan/atau
disabilitas; dan/fatau

d. pernah  mengikuti  pelatihan  Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan.

Tim PPK memiliki tugas;

&, menjadi anggota Komite Pemeriksa untuk melakukan
pemeriksaan dugaan pelunggaran Kekerasan;

b. menjadi anggots panitia seleksi vang dibentuk oleh
Rektor;

c. menjadi anggata tim pencegahan kekerasan; dan/atau

d. melakukan tugas lain yvang diberikan oleh Rektor dan
atau Dekan.
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Bagian Keempat
Komite Pemeriksa

Pagal 20

(1) Komite Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dugasan
pelanggaran kekerasan kategori pelanggaran berat oleh
Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan
penugasan Rektor.

|2) Komite Pemerikse sebagaimana dimaksud dalam ayat [1)
berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling Banvak
7 (tujuh) orang yvang berasal dari Satgas PPR, Atasar
Langsung, Perwakilun Kepegawaian, dan TIM PPK.

(3] Komite Pemeriksa terdiri dari ketua, sekretaris, dan
anggota,

(4 Ketua dan sekrelaris tidak berasal dari pihak vang
memiliki afilias] dengan pelapor atau Terlapor.

BAB V

Bagian Kesatu
Pelayanun

Pasal 21

(1) Pelayanan kepada Korban Kekerasan meliputi:
a. pelayansn awal; dan
b, pelayanan lanjutan,

{2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan terhadap Korban vang membutuhkan
ponanganan secara copat, paling lambat 3 x 24 jam sejak
Satgas PPK menerima laporan dugasn Kekemasan;

{3) Pelayanan awnl scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
b, penerimaan dan dokumeniasi data jenis Kekerasan,
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¢. kanseling:

d. pendampingan

2. perlindungan keamanan,

[ penyedigan lempal Linggal sementara;

g. perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
h. layanan lain yang diperlukan,

Pelayvanan lanjutan Korban sebagaimana dimaksud pada
avul [1) hurul b, dilakukan setelal Batgas PFK menyusun
rekomendasi terhudap lerjadinya Kekerasan yang sudah
disampaikan Komisi Etik dan diserahkan kepada Rekior;
Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4
dilaksanakan sesuni dengan Kebutuhan Korban.

Bagiun Kedun

Pemeriksaan

Paragral 1
Laporan dan Dokumentasi

Pasal 22

Laporan dan dokumentasi pemeriksaan, meliputi:

i,

Laparan Korban, Saksi, dan atau Pendamping
mendaftarkan laporan ke Satgas PPK;

Laporan berdasarkan hastl temuan dan pemantauan oleh
Satgas PPK;

Lapomn tetap ditenima jika terdapat hanya sato alar bukti
vaitu keterangan saksi korban;

Laporan dapatl didaftarkan melalui Saluran Siaga Satgas
PPK, Akun Instagram Satgas PPK, dan Email Satgas PPK;
Satgas PPK mendokomentasi laporgn sesuai informasi
yang diterima Korban, Saksi, dan atau Pendamping sesuai
dengan Peraturan Menteri yang berlaku.
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Puaragraf 2
Verifikasi dan Validasi Laporan

Pasal 23

Sargas PPK melakukan:

a. werifikasi dan validasi laporan peristiwa Kekerasarn;

b. pencarian [akia dan pengembangan kasos terkast dugasn
tindakan kekerasan,

¢, pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangon,
kelompok, pejabat, lembaga terkait yang diduga
melukukun tindakan yang menghalangl penghapusan
Kekerasain: dor

d. pembuatan berita acara pemeriksaan dan  notulen
pemeriksann.

Paragraf 3
Mekaninme Pemeriksaan

Pasal 24

Salgas PFK melakukan tindak lanjut pelaporan kekerasan
melatui;
a. Pemeriksaan Korban, Saeksi, dan Pendamping untuk
menggali informasi atas dugaan terjadinya kekerasan.
b, Pemeriksaan Terlapor untuk mengklanfikasi informasi
atas dugaan terjadinya kekerasan,
¢. Pemeriksaan Saksi dan pihak-pihak terkait untuk
mendalami dan/atay mengumpulksn informasi atas
dugaan terjadinya kekerasan.
d. Pemeriksaan Pelapor, Terlapor, Saksi dan pihak-pihak
terkait dilakukan secara terpisah,
e. Melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Pelapor dan
Terlupor sesusi kebutuhan.
. Pemeriksaan kasus Hekerasan dilakukan paling lama
tiga puluh hari.




Paragral 4
Tinduk Lanjut Pemmeriksaan Kasus Kekerasan

Pasal 25

(1) Satgas PPK menyusun kesimpulan dan rekomendasi atoas
laporan kekerasan;

(2) Satgas PPK menyerahkan kesimpulan dan rekomendasi
kepada Rektor;

(3 Rektor dapat meminta pertimbangan Mojelis Etik reckaut
kesimpulan dan rekomendas: Satgas PPK  sebelum
mengeluarkan penetapan sanksi.

(4) Tindak lanjut penangananan kekerasan paling lama enam
puluh hari.

Bagian Ketign
Perlindungan

Pasal 26

(1) Perlindungan terhadap Korban, Saksi, dan Pendamping
dilakukar sejak dugaan kelerasan dilaporkan ke Satgas
PPK:

[2) Perlindungan sebaguimand dimaksud pada ayat [1)
meliputi:

a. pencatatan dan perekaman terhadap ancaman atau
berituk kekerasan lain yang dilakukan cleh Terlapor
terhadap Korban, Saksi, dan Pendamping sclama
menjalani pemeriksaan di Satgas PPK sebagai bahan
rekomendasi kepadas KEomisi Btk di dalam penjatuhan
sanksi;

b. perlindungan terhadap akses melaksanakan kegiatan
ankademik, penclitian, dan/atau pengabdian kepada
masyarakat;
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¢. perlindungan terhadap identitas Korban, Saksi, dan
Pendnmping;

d. perlindungan hok =astas informas) perkembangan
penanganan kasus: dan

e, lokalisir data dalamn bemtuk apapun yang berpotens
tersebar karena perkembangan teknologl dan informasi.

f. Koordinasi dengan pihak Satgas Universitas lain, jika
Terlapor berasal dari Kampus luar UNESA:

g Perlindungan dengan mendapat penerjemah  bagi
Korban yang membutuhkan;

h. Perlindungan melalui  pendampingan  khusus  bagi
penvandang disabilitas;

i. Perlindugan denganmendapat advokasi hulkum; dan

j- Perlindungan  melalui  pendampingan psikolog
danjatau pemeriksaan medis serta bimbingan spiritual;

Bagian Keempat
Pemuliban Korban

Pasal 27

Pemulihan dilakukan terhadap Korban sejak adanya

pelaporan, saal pemeriksaan sampail dengan sélesainva

proses penindakan terhadap Terlapor;

Satgns PPK memberikan informasi tentang lavanan

pemulihan kepada Korban,;

Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. layanan keaehatan lanjutan;

b. penguatan psikologis kepada Korban;

¢. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;

d. penguatan dukungan keluarga, Sivitas Akademika dan
komunitas untuk pemulihan Korban;

e. adanya jaminan terhadap keberlanjutan akademik,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
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Masa pemulihan korban tidak mengurangl masa studi
sesual ketentuan akademik;

Satgas PPK  bekerjasama dengan Pusal Layanan
Psikologi untuk melakakan proses pemulihan korban
kekerasan;

Satgas PPK bekerjosama dengan Pusat Layanan
Psikologi dan Pusat Studi & Layanan Disabilitas untuk
melakukan proses pemulihan kekerasan bagi korban
disabilitas;

bulan.

Bagian Kelima
Pendampingan

Puasil 28

[1) Satgas PPK melakukan pendampingan Korban Kekerasan;
(2) Pendampingan Korban sebagaimata dimaksud pada ayat
(1} dapat dibantu oleh:

a.

A o

kanselor;

paikolog:

psikiater;

pendamping hukum; dan/atau
pendamping lain sesuai kebutuhan

Bagian Keenam
Penindakan Terlapor

Pasal 20

Terlapor yang lerbukti melakukan kekerasan dapat dikenakan
Sanksi,



Paragraf 1
Rekomendasi Satgas PPK

Fasal 30

Penindakan terhadap Terlapor dilaksanakan melnlui:

a. Pemeriksaan rekomendasi Salgas PPK oleh Komiisi Etik
melalul  permoparan kasus  dan rekomendasi yang
dilakukan vleh Satgas PPK.

b. rekomendasi Komisi Etik diteruskan kepada Reklor untuk
kemudian ditetapkan dan disahkan oleh Relktor.

e, Terkhusus untuk Mahasiswa, Dosen PNS, dan Tenaga
Kependidikan PNS, rekomendasi Sanksi Terlapor vang
disahkan oleh Reltor diteruskan kepada Menteri untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundansan
Undangan vang beriaku.

d. Sanksi Terlaper Dosen Tetap Non PNS dan Tenaga
Kependidikan  Non  PNS  ditetapkan  oleh  Rektor
berdasarkan ketentuan internal UNESA.

Paragraf 2
Bobot Pengenaan Sanksi

Pasal 31

(1] Bobot Pengenaaan Sanksi vang direkomendas: Satgas
PPK didasarkan kepada kualifikas) pelanggaran dan
kuantitas korban kekerasan Terlapor kategori ringan,
sedang dan beraf.

(2] Bobot pengennan sanks! administras ringan apabila
Teroukti melakukan kekerasan dan/atau melakukan
pembiaran terjindinya kekerasan yvang mengakibatlan;
f. Situasi tidak nyaman yang berpegarub terhadap

layanan pendidikan yang optimal;
b. Luka fisik ringan;
¢, Trauma psikologis ringun.
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[3) Bobot pengenann sanksi administrasi sedong apabila;
Terbukt melakukan kekerasan dan/atau melakukan
pembiaran terjadinya kekerasan yang mengakibatkarn;
a. Situasi tidak nyuman yang berpegaruh terhadap

layanan pendidikan yang optimal;
b Luka fisik sedang;
¢. Trauma psikologs sedang,.

[#) Bobot pengenaan ganksi administrasi berat dijatuhkan
kepada terlapor apabila;

a. lerbukti meldkukan Kekerasan dan/fatan
melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang
mengukibitian:

1. luka hsik berat:

2. kerusakan fisik permanen;

3. kematinm; dan/atag

4. irauma psikologis berat; dan/atau

b. terbukti melakukan Kekerasan minimal 3 (tiga) kali
yvang mengakibatkan luka fisik ringan atau dampak

(5) Penjatuhan sanksi dilakukan secara proparsional dan
berkeadilan sesuni rekomendasi Satuan Tugas melalui
persetujuan Majelis Etik Sebelum disahkan oleh
Rektor,

Paragrafl 3
Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Mahasiswa

Pasal 32

{1} Pengenasan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
untuk Terlapor Mahasiswa terdin atas;
a. sanksi ringan;
b, sanksi sedang; atau
. sanksi berat,



(2

(3

(4

(5]
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Sanks: ringan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf

a berupa:

a. teguran tertulis yang juga disampaikon pada orang tua
atan wali Terlapor;

b. penundaan mengilkuti perkulianhan (skors);
membust permyataan tidak akan mengulangi
perbualannya vang diketdhul orang tua Terlapor dan
Dekan  Fakultas/Ketua  Departemen/Koordinator
Program Studi vang bersangkutan; dan/atau

d. pengennan satiksi lainnya sesuai dengan ketenluan
yung berlaku.

Sanksi sedang sebagiimana dimaksud pada ayat (1) Buruf

b berupa segala sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat

{2} dan dapat ditambahkan:

A. pencabutan jabatan di organisasi kemahasiswaan;

b, pembatalan nilai mata kuliah satu semester yang telah

ditempuh pada semester sebelumnva;dan/atau

pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:

pencabutan hak mengikuti kegialan kemahasiswaan;

pencabutan beasiswa;

pengurangan halk kemahasiswaan lainnya; dan/atau

S S N

pengenann sanksi lainnyva sesual dengan keteniuan

yang berlaku.

Sunksi beral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢

berupa:

a. pembatalan nilsi mata kuliah paling sedikit 2 (duas)
semester yang telah ditempuh  peda  semester
sebelumnya;

b. pemberhentinn sementara sebapal Mahasiswn UNESA;
dan/atau

¢, pemberhentian fetap sebagai Mahasiswa UNESA.

Pemberhentian  tetap schagai  Mahasiswa UNESA

sebagaimana dimaksud pada oyat (4] hurufl ©

dilaksanakan sesual ketentuan yang berlaku.

Terlapor vang terbukii melakokan Kekerasan  wajib

mengikuti program konseling pada lembaga vang ditunjuk



oleh Rekior setelah menyelesaikan sanksi ringan dan
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan avat (3).
(7) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud
pada ayat (0) dibebankan pada Terlapor.
{8) Laporan hasil program konscling sebagal dasar Rekior
untuk menerbitkan suret keterangan bahwa Terlapor telah
melaksanankan sanksi vang dikenakan.

Pasal 33

(1) Pengenann sanksi berat kepada Terlapor Mahasiswa
sebagmimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan
dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi
Satuan Tugss.

|2] Dalam hal Terlapor merupakan Mahasisws, pengensen
tinghkst sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
aval (1) berprinsip pada:

‘a, sinksi bersifil mendidik:

b. teldp memenuhi hak pendidikan mohasiswa;

c. melindung kondisi psilkis mahasiswa; dan

d. membangun rasa bertanggung jawab mahasiswa;

(3] Dikecualikan duari kelenluan scbagaimana dimaksud pada
avat (1), Rektor dapat mendelegasikan pembuatan
keputusan Kepada Dekan dan atau Direktur Pencegahan
dan Penanggulangan [su Strategis Kampus untuk Sanksi
Ringan dan Sanksi Sedang.

Paragrafl 4
Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Dosen dan Tenaga
Kependidikan

Pasal 34
(1) Pengenaan sanksi untuk Terlapor Dosen ASN dan Tenaga

Kependidikan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang undangan yvang berlaku.



{2) Pengenaan sanksi Terlapor Dosen Tetap Non PNS dan
Tenaga Kependidikan Tetap Non ASN seria Tennga
Kependidikan Skema lainnya dilaksanakan sesual dengan
Peraturan Rektor tenlang kode ctik Dosen, Tenaga
Kependidikan dan Mahasiswa dan aturan kepegawaian

Linesa.

BAB V1
PEMERIKSAAN ULANG & UPAYA ADMINTISTRASI

Pagil 35

(1) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 dan Pasal 30 dianggap tidak adil, Korban
atau Terlapor berhak meminita pemeriksaan ulang,

(2] Permiintasn pemeriksann ulang sebagaimana dimaksud
pada avat [I) disampaikan melalui kanal pelaporan
Kementerian,

(3) Permintaan pemeriksaan ulang schagaimana dimaksud
pada avat {1} paling lambat diajukan 14 (empal belas) hari
kalender sejak diterithanya surat keputusan Rektor oieh
para pihak vang bérisi putusan Rekior atss kasus vang
dilaporkan.

(4] Pemeriksaan ulang sebaguimana dimalsud pada avat (1)
harus mengedepankan prinsip sebagai berikut:

a. menjpga kerdhasiaan identitas Korban dan pihak-pihak
terkait dalam laporan Kekerasan; dan

b. tidak menimbulkan retraumatisasi bagi Korban seperti
meminta Korban untuk menceritakan uling Kekerasan
yang dialaminya dan proses Penanganan vang sudah
dilaluinya.

(5] Upaya administrasi dapat dilakukan khusus bagi Terlapor
Dosen PNS berdasarkan Peraturan yang beriaku.
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BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

(1) Satgas PPKmelakukan pemantanan dan evaluasi
Pencegahandan Penanganan Kekerasan.

(2) Dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi,
Satuan Tugas PPK menyvelenggarakan sistem
dokumentas) terpadu

(3) Laporan hasil pemantacan den evaluasi sebagammana
dimaksud pada avat (1} disusun oleh Satgns PPK
disampaikan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) lali
dalam 6 [enam| bulan.

(4) Laporan hasil pemantavan dan evaluasi sebagnimana
dimaksud pada ayal (2] memual:

a. kegintan Pencegahan Kekerasan;

b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas,
c.data pelaporan Kekerasan;

d. kegintan Penanganan Kekerasan; dan/fatan

e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan.,

(%) Pemenuhan materi untuk penyusunan Laporan
scbagaimana dimaksud pada
ayat (4] dapat bekerja sama dengan unit kerja ataupun
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Rektlor ini berlaku pada saat ditetapkan,

Ditetapkan di Surabays
Pada tanggal, 3 Mei 2024
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